PENDAI—IULUAN \\{

thhat dar1 aspek eksternai (soswlogls-jdeokogls), PDI merupakan ke—-
kuatan: polmk 'yang:dapat dikatakan mewakili masyarakat yang karena per=- -
tlmbangan 1deologls pohtxs udak menya}urkan -aspirasinya’ melalui - PPP e
atau Golkar Dzkagl dari aspek mternai (orgamsatons), PDI merupakan par~
tai haszl fu51 hma buah partal pohtik yang pernah.ada sebelumnya (PNI, Par—:
kmdo Parta1 Kathohk Partai Murba dan Partaikatan Pendukung Kemerde-:
kaan Indoriesia - IP KI).#Fusi ini kemudian dikuatkan oleh institusi- tertinggi -
organisasi, ‘yakni Kongres Partai, Dalam Kongresnya yang pertama (12-13°
April 1976) d;putuskan bahwa’ ’Deklar351 Pembentukan Partai Demokram In-
donesia tanggal 10 Januari 1973” d1tetapkan sebagal sumber.abadi i:ﬁerchnnya=
PDl .vang tidak dapat diubah.? Eksistensi PDI itu. selanjutnya lebih diperkuat:
lagi dengan tkrar bersama pengakhiran ‘eksistensi kelima unsur partai vang:
berfusi itu, “Hal ini “terjadi pada Kongres Kedua di Jakarta tanggal 13-17
Januari 1981 vang mtmya adalah M Sejak. pernyataan fusi, partaa-partal yang
berfusi tidak eksist lagx yang ada hanya}ah PDI 3

Staf CSis,

' ‘Dapat dlkatakan bahwa terbentuknya PDI mempakan kelamutan dan krsstahsast polmk di.
Indonesiz yang sejak tahun 1945 sampai sekarang pada dasarnya terdiri dari atay dtwarx_lai oleh.
tiga pernikiran ideologi besar: Agama, Barat Modern Sekuler dan Keb_angsaan. .

21 jhat Laporan DPP PDI mengenai Pertumbuharn dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10
Januari 1973 dalam Kengres Pertama PDI Untuk Demokrasi, Kebangsaan dan Keadilan, Jakaria,
Sekretanat i) enderal DPP PDI, 1976, hai 35-36. Lihat pula Keputusan Kongres Pertama PDI No
I/KPTS/KP/PDI/IQ?G lbfd hai 95

31.ihat SmarHampan, 17 Januari 1981,
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Secara yuridis konstitusional, eksistensi PDI itu telah dikukuhkan pula
-oleh berbagai peraturan perundangan yang berlaku secara nasional.? Walau-
pun:demikian, peran-dan posisi PDI dalam percaturan -politik di Indonesia
vang didasarkan kepada Demokrasi Pancasila yang menganut prinsip keseim-
bangan yang wajar,” tidak mengenal istilah anak tiri atan anak emas,® tidak
mengenal istilah mayoritas dan minoritas,” tampaknya kurang dapat berkem-
bang A B ; y

"Kurang. dapat berkembangnya peranan PDI dalam percaturan politik di
Indonesia itu tampaknya disebabkan adanya hambatan eksternal maupun ip-
ternal. Dapat digolongkan sebagai hambatan eksternal misalnya latar belz-
kang sejarah pembentukan PDI, konstalasi politik yang berkembang di Indo-
nesia dan dukungan masyarakat vang terlalu kecil.

Ditinjau dari aspek sejarah pembentukan PDI ada pendapat yang menga-
takan bahwa pembentukannya dilakukan dari atas berdasarkan kekuasaan,

Sejak berdirinya sampal sekarang di tahun 1985, peraturan-peraturan perundangan yang
mengandung isi-menguatkan eksistensi PDI sebagat kekuatan sosial politik di Indonesia’ itu
sekurang-kurangnya ada enam buah Ketetapan MPR, tiga buah Undang-Undang dan tiga buzh
Peraturan - Pemerintah. Keenam Ketetapar MPR tersebut adalah (1) Ketetapan MER .No.
IV/MPR/1973 tentang GBHN; (2) Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pem_im; ,(3)
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentanig GBHN; (4) Ketetapan MPR No. VII/MPR/1978 ten-
tang Pemilu; (5) Ketetapan MPR No. 1I/MPR/1983 teftang GBHN; (6) Ketetapan MPR No.
HE/MPR/1983 tentang Pemilu. -Ketiga Undarg-Undang yang mengandung isi memperkuat
eksisiensi PDI sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia itu adalah (1) UU No. 3 Tahun 1975
tentang Partai Politik dan Golongan Karva kemudian diubzh menjadi UU Ne. 3 Tahur 1983 ten-
tang hal yang sama; (2) UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum sebagai perubahan atas UU No,
1571568, Undang—Undang tersebut kemudian diubah lagi dengan UU No. 2/1980 dan UU 'Ijlo.
1/1985 tentang Pemilihan Umum; (3) UY No. 5/1975 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD sehagai perubahan atas UU No. 16/1969, Undang-Undang ini kemudian diubah
lagi menjadi UU No. 2/1985, Sementara itu, Peraturan-peraturan Pemerintah vang memperkuat
eksistensi PDI adalah Peraturan-peraturan Pemerintah vang merupakan penjabaran lebih lanjut
dari ketiga Undang-Undang temtang Parpol/Golkar, Undang-Undang tenitang Pemilu dan
Undang-Undang tentang Susenan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. )

SLikat Alfian, Pemikiran Politik dan Perubahan Politik Indonesia (kumpulan karangan),
Jakarta, Gramedia, 1978, hal. 71, o

SLihat pernyataan Ketua DPP PDI Hardjantho Sumodisastro, Ketua F-PP Sudardji dan
Wakil Sekjen DPP Golkar, Oka Mahendra dalam Kompas, 5 Juli 1984, Lihat pula pernyataan-
pernyataan dari kalangan plmpinan teras Parpol dan Golkar dalam Kompas, 11 Juni 1985 vang
menyatakan bakwa: "*Dalam alam Demokrasi Pancasila tidak ada istilah anak tiri dan anak kan-
dung,” *’Dalam tatanan Demokrasi Pancasila, Parpol bukan hanya pelengkap.”

Lihat pidato Presiden Saeharto pada waktu menyampaikan Keterangan Pemerintah menge-
nai Rancangan APBN pada Sidang DPR tanggal 5 Januart 1978. Lihat pula Pidate Presiden
Soeharto pada kesempatan pembukaan Penataran Calon Penatar Pegawai Republik Indonesia di
Istana Bogor tanggai 1 Oktober 1978, .
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tidak dlciasarkan pada hasil Pemilu! B Ada pula sementara’ pendapat yang me
ngatakan bahwa'pelaksanaan fusi itu diseriai pula dengan keterpaksaan ket
paksaan dan partax partai pelitik yang ada. 2

2] nelaah dan aspek konstalasi-politik nasional,;:ada pendapat-yang menga-_ :
' takan bahwa sejak diterapkannya sistem politik Demokrasi Terpimpin sampeu;-
dengan muncuinya sistem politik Demokrasi Pancasila telah terjadi pergeseran
: pola : _ehidupan politik dari ‘pola . politik ‘kepartaian ke:pola:politik: kekar'"'
vaai erdapat pula: kekuatan politik-yang’ sangat dominan di dalam perc_
tura_ p{)lltik :nasional (Golkar:yang dldukung 'ABRI dan aparat birokrasi),. .
yang: oleh: karenanya membuat-posist dan peranan partax~parta1 pohnk ter-:.
- masuk: PDI menjadl ndak menentukan:! : -

D;hhat dart aspek dukungan masyarakat tampak bahwa dukungan B
pada PDI sangat minim. Hal itu dapat disimak misalnya dalam hasil Pemiiu '
1977 maupun 1982. Di samping itu, penerapan prinsip massa mengambang
add yang menilai sebagai kuraag menguntungi(an bagl gerak dan langkah par- -
tai-partai politik. i

' :Sebetulnya, landasan eksistensi PDI itu-cukup kuat. Oleh karenanya seha-
rusnya PDI dapat berperan secara lebih berarti-dalam percaturan politik di‘In-:
donesia.:Namun :demikian, kenyataannyz menunjukkan bahwa peranan dan
posisi PDI"itu ‘kurang menonjol, tidak menentukan dan tidak dominan. Ka-’
rena itu menjadi permasalahan dan pertanyaan yang wajar untuk diajukan
adalah: bagaimanakah perjuangan PDI untuk dapat meningkatkan peranan .
dan posts;nya 1tu d1 masa-masa mendatang

Seperti dxketahux PDI hldup dalam ]mgkungan sistem polmk tertentu ch
mana sudah ada kekuvatan politik tertentu pula yang lebih deminan. PDI juga!

--8Lihat misalnya perdapat Muljarto Tjokrowinoto dalam rubeik *’Dialog,” Prisma, No:9,
September 1981, hal. 69, Lihat pula M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Se-,
buah Pofret Pasang Surm Jakarta, CV Rajawali, 1983, hal, 172-174. Juga Nazaruddin SJamsuci-.
dm, PNI a‘an Aepo!r.'rkannya, Jakarta, CV Rajawah I984 ‘hal. 170 172,

9L1hat pendapat Hardi dalam Nazaruddin Sjamsuddin, ibid. - Lihat pula Daniel Dhakxdae,
“Pemilihan Umum di Indonesia; Saksi Pasang Maik dan Surut Partai Politik,”” Prisma, No. 9,
September 1981, hal. 33-34. Lihat juga pendapat Sanusi Hard;admata dalam wawancara dengan
wartawan, Kompas, 13, Januari 1981

- 10Mengenai terjadinya pergeseran pola politik kepartaian ke pola politik kekaryaan i.ni iiﬁat
misalnya Arbi Sanit, "’Organisasi Kemasyarakatan dalam Sisten Politik Indonesia,” I!mu dan.
Budaya, Tahun VI, No. 6, Maret 1984 hal. 412 dan seterusnya,

© UL ihat M'. Rusli Karim, ibid., hal. 172-185. Lihat juga Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan '
Sistem Kepartaian di indonesia,” Prisma, No. 12, Desember 1981, hal. 17-18 dar 23, Juga, Daniel
Dhakidae, *'Pemilihan- Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik,”’
Prisma, No. 9, September 1981, hal. 33-40.
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I’udup dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan berbagai aspirasi dan ke-
mgman Di samping itu, PDI juga mempunyai interest untuk memperoleh- ke-:,
: kuasaan poimk : .

Seja}an dengan realitas seperti tersebut di atas, tulisan ini akan membahag
pemuangan -PDI menghadapi kekuatan sosial politik vang lebih dominan;
cara-cara .mencari simpati dari masyarakat luas agar memperoleh tambahar
dukungarn. Dalam pada itu,-oleh karena PDI sebagai kekuatan sosial politik:
(partai politik) kiranya akan selalu-berusaha untuk’ memperoleh kekuasaan
politik: dan merebut  kedudukan -politik dengan ‘jalan konstitusional untuk:
menjaiankan kebuaksanaan-kebuaksanaannya,1.2 maka usaha FDI dalam
- memperjuangkan keinginan politiknya. di lembaga-lembaga - permusyawa-
ratan/perwakilan rakyat dibahas pula dalam tulisan ini. Akhirnya, sebaga;
penutup akan dikemukakarz prospek PDI di masa mendatang

PERJUANGAN PDI MENGHADAPI GOLKAR

.-Perjuangan PDI menghadapi kekuatan sosial politik yang lebih dominan
(Golkar}, pada dasarnya dapat dikatakan dilakukan dan dipengaruhi oleh tiga
hal :pokok, -yakni (1) sikap dan pandangan PDI mengenai kepemimpinan.
Presiden Soeharto; (2) sikap dan pandangan PDI mengenai calon Presiden RI
periode 1983-1988 dan 1988-1993, serta (3) mkap/pandangan PDI terhadap
ABRI dan Dwi Fungsi ABRI. :

Walaupun terdapat pula sementara kaIangan dalam PDI yang kurang se-
tuju:terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto, namun
PDI sebagai organisasi dengan tegas menyatakan dukungannya. Hal itu ter-
cermin baik dalam keputusan Kongres II, Manifest Pemilu 1982, maupun
kampanye-kampanye PDI dalam Pemilu 1982, serta pandangan-pandangan
PDI dalam sidang-sidang Badan Pekerja MPR maupun pandangan-pan-
dangan PDI yang dikemukakan dalam Sidang Umum MPR bilan Maret 1983.
Dan terakhir dalam kongres ke-3 bulan Apr;i 1986 Bentuk dukungan PDI itu
dxrumuskan sebagai berlkut

PDI.dengan seluruh jajarannya memberikan dukungan penuh dan menyatakan dengan tegas
menyatukan diri dengan kepemimpinan nasional di bawzh Presiden Soeharto. !

12Ljhat Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Iy Politik, Jakarta, Gramedia, 1977, hal. 160-162.
Lihat pula Anggaran Dasar PDI Pasal 5 sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kongres 1f No.
04/KPTS/K.II/PDI tanggal 16 Januari 1981, Keputusan MPP-I No. VI/MPP/1983 tanggal 24
Januari 1983 dan Keputusan MPP-I No. VI-A/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang
Penyempurnaan dan Pengesahan AD/AR’F PDL

131 jhat: Merdeka, 3 Februari 1982; Kompas, 13 dan 22 Maret 1982; Sinar Harapan, 10 Apl‘il
1982,
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. Sikap.dan dukungan PDI itu selanjutnya digelindingkan terus pada saat-
saat.Badan Pekerja MPR membahas rancangan-rancangan Ketetapan MPR,

BHN dalam Sidang BP-MPR tanggal 23 Oktober 1982 mxsaiuya o
2. PDIL:Drs. Jusuf Merukh mengemukakan pernyataan berikut: -

juru bicara

PDI menyampaikan:ucapan terima kasih' kepada Presiden Soeharto yang telah menyam.;
paikan pertimbangan-pertimbangan mengenai GBHN kepada MPR yang disdmpaik annya
.- -pada upacara pengambilan sumpah/janji para anggota MPR/DPR tanggal 1 Oktober 1982,
: pendapat bahwa pertimbangan yang disa.mpalian oleh Presiden Soehartoitutelah

1ta, termasak darl PDI 14

P1dato Pértanggungjawaban kepada MPR, pada rapat BP-MPR tanggal 23
Oktober 1982 F-PDI telah berani dengan tegas memastikan bahwa Pidato Per-
tanggungjawaban Presiden Soeharto itu pasti akan diterima oleh MPR. 13 SQe-
lanjutnya dalam pldato pemandangan umum terhadap materi perfanggung-
jawaban Presqden Soeharto dalam Sidang Umum tanggal 1 Maret 1983, F-PDI
dengan tegas pula menyampaikan pujian atas kepemimpinan Presiden Soehar-
to dan mengusuikam supaya kepadanya dianugerahi gelar Bapak Pemba-
ngunan Indonesla Sebagai konsekuensi logis dari dukungannya terhadap
kepemxmpman Presxden Soeharto itu maka PDI mencalonkannya menjadi
Presaden RI kembali untuk periode 1983-1988.

' Alasan pencalonan kembali Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden RI-
pericde 1983-1988 itu tidak jauh berbeda dengan sikap PDI di dalam men-
dukung kepemimpinan nasional sekarang ini, yakni:

Dilihat dari segi prestasi, Presiden Socharto telah memberikan bukti-bukti nyata. Dilihat dar
segi praktls, kcpemimpman Presiden Soeharto akan menjamin kontinuitas pembangunan na-
siorali’Di samping itu juga karena ia sendapatkan dukungan dari ABRI secara utuh serta
dari kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia walanpun tidak seutuh dukungan
ABRI kepadanya; PDI menyadari pula bahwa suksesi (pergantian kepemimpinan) dan rege-
nerasi di _tingk_a_t tertifiggi memang harus ditumbuhkembangken. Walaupun demikian, suk-
sesi 20 saat ini belum wakiunya oleh karena suksesi di kalangan kekuatan sosial politik saja
belum membudaya, apalagi suksesi kepemimpinan nasional. PDI berpendapat bahwa suksesi
kepemimpinan nasional baru bisa dipikirkan setelah sistem politik Indonesia mapan. i

1"’L_ihal Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenal Rantap dan Rantus non-GBHN dalam
Sidang Paripurna BP-MPR tanggal 23 Oktober 1982 dalam Risalah Sementara Rapat BP-MPR
No. C-34/MPR/X/1982/1982-300-, hal, 13-24,

15rbid., hal. 15. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa F-KP, F-ABRI dan F-tfD sebagai
fraksi-fraksi pendukung Pemerintah misalnya belum berani menegaskan secara terbuka dalam
Sidang BP-MPR bahwa Pertanggungjawaban Presiden Socharto pasti diterima oleh MPR.

16} thas Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai-Pidato Pertanggungjawaban Presiden
Socharto dalam SU-MPP rtanggal t Maret 1983 dalam Mimbar Konstitusi Indonesia, Jakarta,
Yayasan Kesejahteraan Kelaarpa Pemuda 667, 1983, Jilid 1, hal. 486-308.

ULihat Kompas, 31 Agustus 1981 {(wawancara dengan Kewza Umum DPP PDI).

Pada kewmpatan membenkan pemandangan umum mengenai materi Rantap-,'_ .

ra lebxh dalam, telah’ dlhxmpun secara lebm banyak dan segenap laptsan_'

~-Leb1h dan 1tu }auh~3 auh han sebelum. Presiden. Soeharto menyampaikan
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Berkenaan dengan -calon Presiden RI periode 1988-1993 pun, jaiih-jauh
hari® sebelum kekuoatan sosial politik lain ‘méncalonkan kembali Presm{en
Soeharto PDT telah miénentukan sikapnya. Dalam Kongres 111 tanggat 15-18
April 1986 antara lain ‘diputuskan bahwa PDI mencalonkan kembali: Jenderal
TNI'(Purn) ‘Soeharto sebagai Presiden RI periode 1988-1993, AIas&nnya ham-
pxr sama dengan pencalonannya kembali pada periode 1983 1988, 0

Dukungan yang sama dzberikan PDI puia terhadap ABRI dan dwx fungsx-
nya Mengenai hal ini tampak misalnya dalam putusan Kongres 11 PDI bu-
lan Januari 1981 ‘Maifest Pemila 1982, kampanye—kampanye Pemﬂu 1982 .
maupun sidang-sidang DPR ketika membahas RUU tentang Pokok- -pokok
Pertahanan .dan Keamanan Nasional serta sidang-sidang BE-MPR dan. SU-
MPR ‘tahun 1983 serta putusan Kongres ketiga PDI bulan April 19886, Sxkap
PDIL mengenai dwi fung51 ABRI itu pada intinya menyatakan demikian:

_Dw: fungsx ABRI sebagax kmya:aars se_uar:ash yang telah dirasakan manfaainya oleh seluruh
Takyat dalam menghadap: segala tantangan, khususnya dalam kenyataan akhir-akhir i ini me-

“lalat Operasi Bhaki sebagal perwujudan kemanunggalan ABRI-Rakyat perlu dtmanfaatkan
- dan dimamap}can bagi kepentmgan masyaraisat Nusa dan Bangsa Iz { gk

: Berdasarkan ciata—data seperti tersebui di aras akan Iimbu[ pertanyaan ada-
lah: mengapa PDI sebagax partai politik yang mempunvai interest untuk men-
cari kekuasaan politik justru mendukung kekuatan politik lain? Apakah di
balik dukungan tersebut tidak terselip harapan- -harapan atzu pamrih-pamrih
tertentu? Mengenai pertanyaan-pertanyaan tersehut dapatlah cixjawab dengan
uratan-uraian seperti berikut ini. : : -

Dengan takt:k membenkan dukungan kepada kepemtmpman nas:onai di
bawah Presiden Soeharto dan juga mendukung dwi fungsi ABR] itn dapat di-
perkirakan sekurang-kurangnya akan menghasilkan tiga hal sekahgus Per-
tama, tampaknya PDI hendak meng-"counter’” move-move politik yang di-
iontarkan oleh Golkar bahwa pemermtah yang berkuasa dan telah melaksana—
kan pembangunan nasional di segala bidang dengan hasil-hasil nyata itu
adalah pemerintahannya Golkar (milik Golkar). Kedua, dengan dukungan
tersebut kiranya PDI hendak meletakkan persoalannya pada proporsi yang
sebenamya bahwa bagaimanapun pemerintahan yang berkuasa itu adalah
pemerintahan milik semua pihak. Dalam pada itu, ABRI beserta dwi fungsi-
nya juga milik semua pihak, seluruh rakyat Indonesia. Melalui dukungan
seperti itu tampaknya dikandung maksud untuk memberikan pesan kepada

M*Lihat majalah berita minggean. Tempo, No. 24 Tahun XVI, 9 Agustus 1986, hal. 12.

19 fhar Risalzh Pemandangan Umum F-PDI mengenai Raniap dan Rantus non-GBHN, op.
cit., hal. 16, Lihat pula hasil Kongres 1} PDI, pulusan Sidang MPP Januari 1983, kampanye-kam-
panye Pemilu 1982 dan juga putusan Kongres 111 April 1986,
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masyarakat pemxlsh ‘bahwa memilih’Golkar atau PDI.di dalam Pemilu sebe-
narnya adalah sama-saja: Ketiga, dengan taktik-memberikan dukungan sepe-n- B
nuhnya: kepada pemerintah dan;juga ABRILitu tampaknya dikandung maksud:
uniuk: menunjukkau kepada -pemerintah. dan ABRI‘bahwa PDI merupakan
kekuatan politik yang dapat dipercaya dan dapat diajak bekerjasama di dalam;

melaksariakan -pembangunan ‘nasional:” Apabila hal ini ditanggapi. secara

positif oleh kalangan pemerintah dan juga ‘ABRI, maka dapat diharapkari:
‘bahwa pemermtah dan ABRI Jnga akan memberikan dukungan bagi gerak

‘dar langkah PDI. ‘Secara demikian, maka PDI dapat berharap puIa bahwa ia .

akan éapat secara lebih leluasa meraahsasxkan kemgman—kemgman
poht:k - : -

USAHA.USAHA PDI DALAM MENCARI DUKUNGAN. DARI MASYA-
RAKAT | ' ;

Pertama—tama perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan kelaz;man suaty
demokrasx dukungan masyarakat yang sebanyak-banyaknya merupakan hal,
yang -amat ‘penting dan diperlukan®oleh kekuatan politik yang bersangkutan:
agar dapat ‘menjalankan kebijakan-kebijakan politiknya:secara lebih leluasa.
Oleh karena itu kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa PDI tam-
;Jaknya juga berusaha sekdattenaga. Hal itu karena dalam pemilu-pernilu sebe-
lumnya, dukungan masyarakat kepada PDI itu ternyata sangat minim. Dalam
" Pemilu 1977 misalnya PDI memperoleh 29 kursi di DPR dan ternyata merosot
memads hanya 24 Kursi dalam Pemilu 1982: Sedangkan dua kekuatan sosial
politik lainnya memperoleh’ ‘dukungan yang lebih banyak. PPP misalnya ‘da-
lam Pemllu 1977 memperoleh 99 kursi. Walaupun hasil yang dicapai PPP ini
pun merosot dalam Pemilu 1982, yakm hanya memperoleh 94 kursi namun
masih gauh lebih besar bila d;bandmgkan dengan PDI. Sebagaimana d1ketahu1
Gotkar tampil sebagai pemenang utama (232 kursi dalam Pemilw 1977 dan me-
nmgkat lag: dalam Pemilu 1982 menjach 246 kum) 20 s

Persoalannya adalah bagalmanakah usaha PDI dalam mencari dukungan
masyarakat yang sebanyak- “banyaknya itu? Berkenaan dengan masalah ini,
tampaknya PDI menggunakan takiik memperjuangkan berbagai hal yang
mendasar ‘bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di segala bidang,
baik itu d1 bidang ideclogi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun perta-
hanan dan keamanan. Hal-hal tersebut tampak diperjuangkan melalui forum-
forum intern organisas PDI sendiri, forum kampanye Pemilu maupun dalam
forum-forum DPR dan MPR.

Wicampas, 15 Juni 1982,
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i Didang ideologl, PDI memperjuangkan agar supaya Pancasila dilaksa-.
nakan secara murni dan konsekuen dan dijabarkan pula ke dalam setiap segi-
Kehidupan- berbangsa, ‘bernegara ‘dan bermasyarakat.2! Tekad itu .tampak
diperjuangkan terus pada masa-masa selanjutnya. Hal itu tampak antara‘lain:
dalam Keputusan Kongres II tentang Penyempurnaan Anggaran Pasar: dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia, khususnya Pasal-3
tenitang asas yang menegaskan bahwa: Y AR & T

Asa

s Partai _Dém'dk_rziisi_ludcx_l‘qsié adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Per bu
¥ : 1A R0CAsLE sehagaimana termal

"Unﬁa'x'i'g-Uri'cia'ng D'asa'f‘:i_945 22

Sementara itu, ciri partai yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ru-
 mah Tangga hasii Kongres pertama bulan Januari 1976 tercantum di dalam

AD/ART, diputuskan untuk dikeluarkan dari AD/ART dan dimasukkan ke
dalam Program Perjuangan Partai.?? ' A

Selanjutnya, dalam sidang Badan Pekerja MPR tahun 1982, PDI meng-
usulkan kepada Majelis agar ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya
asag bagi Parpol dan Golkar dituangkan ke dalam Ketetapan MPR tersendiri, .
tidak dijadikan satu dengan ketetapan tentang GBHN. Alasan vang dikemu-
kakan antara lain seperti-berikut® apabila ketentuan Pancasila sebagai satu-.
satunya asas itu disatukan dalam/dengan GBHN, maka setiap lima tahun se--
kali ‘pasti-akan dipermasalahkan lagi karena GBHN tersebut harus ditinjaun
kembali setiap lima tahun sekali. 24 Y

.+ Berdasarkan ketentuan. institusi organisasi seperti tersebut di atas (Ang-
garan Dasar/Anggaran Rumah Tangga), Pancasila memang menjadi pe-
gangan bagi PDI. Oleh karenanya, maka MPP PDI tanggal 21-24 Januari
1983 menugaskan kepada DPP PDI agar senantiasa mengambil peran dalam
setiap inisiatif penuangan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi
semua kekuatan sosial politik dalam Undang-Undang.?® ' '

MKeputusan Kongres [ PRI tahun 1976 No. H/KPTS/KP/PDI/1976 tentang Piagam Per-
juangan PDI antara lain menegaskan: *... Pancasila sebagai pokok fundamental dan normatif
untuk kehidupan Negara seria mentalitas dan martabat Bangsa perlu diamalkan secara kreatif
hingga menurunkan tata norma pengatur di segala bidang kehidupan.’

#Lihat Keputusan Kongres If No. 04/KPTS/K.11/PDI/198] tanggal 16 Januari 1981 tentang
Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI jo Keputusan MPP PDI No.
VI/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PDI serta Keputusan MPP-I No. VI-A/MPP/1983 tanggal 24 Januari 1983 tentang Pengesahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Jakaria, Sckretarial Jenderal DPP P,
1983, :

BLihat Sinar Harapan, 17 januari 1981, Kompas, 19 Januari 1981.
¥Rompas, 3 dan 6 November 1982,
BMerdeka, 26 Janunari 1983,
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: -Berkenaan dengan bidang . politik, jalan.yang ditempuh PDl-dapat dxke~.
S Iompo kan menjadi «dua hal, ‘yakniz (1) di bidang konsepsi sistem politik de-.
‘ngan segala. perangkamya dan (2) bid g polmk prakns e

: bahwa supaya prmsm demokrasx Pancasxla yang sudah tersebar di sana sini "m '
.-dapat -memberikan ‘pedoman -guna-mengatur tata kehidupan - politik. set
warga negara Indonesia, kekuatan-kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga
negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, maka perlu diadakan kedifi-
kasi dan umflkam dalam benwk Ketetapan MPR tentang Standa; Demokras:
Pancasﬂa : - - ol

Perhatlan PDI d;arahkan pu}a kepada hal-hal yang menyangkit kepen—
tmgan orgamsa51 dan gerak langkah orgamsa51 agar dapat sampai ke desa-desa
sebagai ‘basis- basns polmk Da}am rangka ity PDI memusatkan perhatiannya
pada masalah susunan_orgamsasa agar sampai’ke desa. Hal ity tampak dalam
pernyataan seperti berikut ini:

Dalam rangka melembagakan Pemilu di kalangan masyarakat luas, maka konsep mgssa me-
ngambang perlu pen;abaran lebih lamut dengan cara mcngadakan pcngunus Parpol dan
Golkar di tmgka[ Komxsans 2B : P g

Pandangan ‘PDI ini segaian dengan pandangan F- PP yang dtkemukakan
dalam kesempatan member:kan pemandangan ‘umum ‘atas materi - Rantap
GBHN dalam Sidang Parlpurna BP- MPR tanggal 30 Oktober 1982 yang an-
tara lain menyatakan demlkian

Kita patut menghargai Remerdekaan raiyas unmk bersenl\al dan bui\um;m] mengeluarkan

pikiran dan tulisan, hak pilih rakyat dan hak menyatorkan aspirasi politiknya. Aspirast poli-
ik rakyat:itu hanya bisa tersalur.secara teratur apabila saluran poiitik sudah disediakan dan
- mudah dijangkau:oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerataan pengadaan saluran politik tersier
.- dan sekunder.yang menyatu di:hulu pada saluran politik primer penting sekali artinya.”®

26} jhat Risalak Pemandangan Umum F-PDI terhadap Paket Lima RUU Bidang Palitik dalam
Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 4-5 September 1984, hal. 9. )
Y[ jhat Risalah Sementara Rapat Paripurna Panitia Ad Hoe 1I'BP-MPR, 17 Januari 1983, hal.

2Risalah Pemandangan Umum F-PDI mengenai Materi Rantap GBHN dalam Siclang
Paripurna BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982, :

9] ihat Risalah Pemandangan Umum F-PP mengenai Rantap GBHN dalam Sidang Paripurna
BP-MPR tangga! 30 Okiober 1982,
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- Usul PDI mengenai perlunya ditinjau kembali konsep massa mengambang
itw diperjuangkan terus dalam kesempatan-kesempatan yang tersedia baginya
pada pembahasan-pembahasan Rantap-raniap MPR berikutnya, baik dalam
Panitia Ad Hoc I dan II, Sidang Umum MPR bulan Maret 1983 maupun da-
lam ‘pembahasan-pembahasan paket lima RUU bidang politik di DPR tahun
1984-1985. Dan usulan PDI itn tampaknya seia!u senada dengan usuIan yang
d,tkemukakan oleh PPP,

Pokok—pokok perjuangan PDL di bza’anghekonom: tercermin antara lam
dar; hasil Kongres II PDI awal tahun 1981 maupun dari tema-tem
panye PDI dalam Pemilu 1982 serta pandangan-pandangan yang disamp
PDI dalam Pemandangan Umum pembahasan Rantap-rantap MPR di tahun
1982-1983.

Kongres 11 PDJ awal tahun 1981 misalnya menghasilkan putusan~pu»
tusan seperti bertkut: (1) Pemerintah agar benar-benar memperhatikan peIak-
sanaan Keppres 14 A; (2) Pajak-pajak vang memberatkan rakyat supaya diha-
puskan, sementara itu pajak-pajak barang mewah supaya ditingkatkan; (3)
pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah supaya ditangani lebih serius;
{4) KIK dan KMKP supaya disederhanakan prosedurnya, tmgkat suku bunga—
nya supaya diturunkan agar men}angkau pengusaha kecil.

Dalam kampanye Pemilu 1982 PDI antara lain mengemukakan program-
program seperti berikut: "

Dalam jangka pendek, PDI akan memperjuangkan secara konkrit nasit kaum tani, buruh
tani das buruh pada umuemnya, kaum relayan, pengusaha kecil, tukang becak dan sebagai-
Mya. Antara lain PDI akan berjuang agar petani mendapatkan pepuk dengan harga murah
- _dengan prosedur yang tidak berbelit- beliz, berfuang melawan lintzh darat dan segala bentuk
. ijon, ‘memperjuangkan supaya upah minimum kaum buruh dmngkatkan dari Rp 600, oo/han

* menjadi Rp 1.000,00/hari.

Bila menang Pemilu, program PDI nomor satn adalah memberantas pengangguran, merne-
rang; kem{skman, bukan memiskinkan rakyat. 32

Kehidupan ekonomi harus ditata dan dibina berdasarkan Demokrasi Ekonomi Pancasila
vang tidak menganut sistem etatisme,’’ free fight: liberalism maupur monopoli: yang
merugikan rakyvat. Periarungan wiraswasta nasional vang lemah dengan usaha modal raksasa
harus ci:{mggalkan

¥Kompas, 16 Januari 1981; Sinar Horapan, 17 Januari 1981,

3lpidato Kampanye PTH melalui RRI dan TVRI tanggal 23 April 1982 sebagaimana dimuat
dalam Kompas, 24 April 1982,

¥Ppidato Ketua Umum DPP PDI dalam kampanye di Aceh Timur tanggal 11 April, Merdeka,
12 April 1982.

33 that Manifes: Pemilu 1982 PDI dalam Kompas. 13 Maret 1087




emandangan umum ‘terhadap
tarigeal 30 Okiober 1982,

PDI mengemukakan pokok-pokok

merupakan kekuatan potensial sosial.ckonomi dengan meninggalkan sistem free

‘Réntap GBHN pada sidang Pari-

arkan demokrasi. ekonomi: yang mengikutsertakan :

eratism,ctatisme dan‘monopoli yang merugikan rakyat: Pembangunan ekonomi ha-

** penggunaan potensi yang ads
harus jelas ke

. ofeh departemen: tersendiri. “Agar. pertumbuhan industsi-dapat berjalan: dengan baik perlu

disusun satu Undang-Undang ientang Perindustrian. Lapangan ketja periu diperioas dan’ -

jaminan kepadz para pekerja supaya diatur lebih baik. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu
_badan masyarakat guna menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyai yang dilin-
:é_u'ngi "Iéh"pémcrint'ahl”"" VR AT R e e T T e R ERRERNEINAEY

" Di bidang sosial budaya, saris-garis politik PDI dapat dilihat dari Peman-
dangan Umum F-PDI dalam Sidang Paripurna BP-MPR (anggal 30 Okiober
1982 Pandangan-pandangan PDI ity sebagai berikut: |~ ©© ©

Kebebasan beragama harus dijamin sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 dan Ketetapan MPR
No. 11/MPR/1978 karena Kebebasan beragama it merupakan salah sati hak vang paling
asasl’di ‘antara  hak-hak asasi ‘manisia, Kebebasan beragama i langsung bersumber dari

. ‘martabatmanusia sebagai makhiuk Tuhan: Oleh karena itu kebebasan beragama bukan pem-
.berian Negara dan bukan pemberian golongan; sistem peadidikan nasionai kits harus diba-

. igun. atas d_asa;‘.fga_m_:qsi%é_dan__ UUD, 1945; pengaturan pelaksanaan pendidikan nasional

" “harus berada di bawah satu kebijaksanaan nasional dan dilaksanakan dalam satu strukfur
" Bendidikan, pengaturan semua kegiatan pendidikan harus berada di bawah satu Departemen
% pandidikan; untuk mendukung peleksanaan pendidikan nasional, maka MPRS yang pada
permulaan Orde Baru menetapkan anggaran pendidikan adalah 25% dari-seluruk APBN su-
paya dilaksanakan; agar semua anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan, maka un-
tuk tingkat pepdidikan dasar dan sekolah lanjutan supaya dibebaskan segala macam biaya
pendidikan/sekolah; organisasi-organisasi kekuatan sosial politik mempunyai kewajiban un-
'tk membina dan mengembangkan anggota-anggota mudanya serta Organisasi Kepemudaar
yang mempunyai titik singgung/aspirasi yang sama demi tampilnya kader. L

Di bidang pertahanan dan keamanan, politik PDI dapat dilihat antara‘lain
dari pemandangan umum F-PDI terhadap Rantap GBHN dan pembahasan
RUU tentang Pokok-pokok: Pertahanan dan Keamanan Masional. Dalam pe-
mandangan umum.atas Rantap GBHN misalnya, PDI mengemukakan pan-
dangan-pandangannya seperti-berikut: - o : :

341 ihat Pemandangan Umum F-PDI terhadap Réhfap GBHN.dalam Sidang Paripurﬁé BP-
MPR tanggal 30 Oktober 1982,

%Risalah Pemandangan Umum- F-PDI mengenai Materi Rantap GBHN dalam Sidang
Paripurnz BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982, : Cor

-pada ~kcm_a.riap_'1_1_an_';fdan'z_késanggupah:rakyai Indonesia:sendiri dan.pada . =
¢ ada di alam Indonesia secara maksimal tetapi efisien::Bagi rakyar
s ke emikiil beban‘pembangunan dan hak untuk menikmati-hasil: -
pembangunan ity sendirt; ‘Masalah tanah vang mernpakan faktor: penting dalam pertanian
seperti-soal:pemilikan, bagi hasil:dan‘iata guna tanah di*bidang pertanian-supaya.ditangani «
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-:;; Pembangunan. pertahanan dan keamanan harus dikaitkan dengan pembangunan kesejah-
:teraan sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Untuk. .itu,_ja_np_a
mengurangi kesiapsiagaan ABRI, maka segenap potensi personal dan material ABRI dalarm
masa damai agar dimanfaatkan secara penuh untuk menunjang program pembangunan:
pembentukan kekuatan ABRI supaya dilaksanakan atas dasar keadasan dan luas wilayah
Nusantara serta intensitas ancaman, hambatan dan ganigguan. Mengingat letak dan sifat ne-

- gara'kita adalah negara maritim, maka pembangunan hankam perlu diprioritaskan pada sek-

*-tor maritim; penggunaan alat-alat pertahanan dan keamanan supaya diprioritaskan pada ba-
-rang-barang produksi dalam negeri; penghematan dalam menggunakan kekuatan dan per-

o alatan’pertahanan perla dilaksanakan. Untuk dapat dicapat penghemaian itu p&ri_p_.di{;ipta—

«:kan kerjasama yang cukup erat dengan pihak sipil dan swasta; pembinaan ABRIsebagai ke-

-+ kuatan sosial hendaknya ditujukan agar ABRI mampu -bersama-sama dengan - kekuatan

w::sosiallainnya berperanan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Pembangunan

. ;masional sertz meningkatkan peranannya secara akiif datam memperkokoh ketahanannasio-

| pal.?g A R

Dengan mengkomunikasikan program-program di bidang ideologi dan po-
litik yang bersifat kesisteman dan fundamental itu tampaknya dikandung
maksud untuk mendapatkan dukungan dari kalangan cendekiawan, pemuda
dan mahasiswa. Dengan memaparkan perjuangannya di bidang ekoromi, da-
pat diharapkan dukungan dari kalangan usahawan. Sementara itu, di dalam
program-program PDI untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan tani,
tampaknya dikandung maksud agar mendapatkan dukungan dari mereka de-
ngan asumsi bahwa jumlah kaun buruh dan tani di Indonesia cukup banyak.
Pandangan-pandangannya mengenai pertahanan dan keamanan nasional tam-
paknya ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari kalangan ABRI.
Sedangkan program-program di bidang sosial budaya ditujukan untuk men-
dapatkan dukungan dari kalangan agamawan, budayawan dan juga masyara-
kat luas yang mempunyai anak usia sekolah. Berdasarkan itu semua, dalam
jangka panjang nanti, PDI mengharapkan akan mendapatkan dukungan dari
segala lapisan masyarakat di Indonesia. :

PERJUANGAN PDI DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI DAN
FUNGSINYA DI LEMBAGA MPR DAN DPR

- Perjuangan PDI untuk mempertahankan eksistensi dan fungsinya di MPR
dan DPR perlu dibahas di sini oleh karena kedua lembaga negara tersebut me-
rupakan lembaga yang secara yuridis konstitusional memiliki kewenangan un-
tuk memutuskan kebijakan-kebijakan politik nasional yang mengikat semua
pihak. Di samping itu juga merupakan lembaga yang dapat mengoreksi pelak-
sanaan kebijakan-kebijakan politik.

- 3L ihat Pemandangan Umum F-PDI dalam Sidang BP-MPR tanggal 30 Oktober 1982
mengenai Rantap GBHN. .
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-Agar supaya posisi: dan peranan PDI di kemudian hari dapat makin.me-
Jmngkat atau, sekurang-kurangnya jaminan. eksistensinya seperti sekarang ini.
dapat. dxpertahankan maka .PDIL. mempriontaskan perjuangannya dalam
ﬁ ~danDPR pada tiga hal berikut: (1) menuntut persamaan fungsi, kedu-
~ dukar hak dan kewajiban bagz ketxga kekuatan sosml politik lebih d;tegaskan_ :

: -3au ke}nbai Kenga hai tersebut dxperjuangkan PDI secara terus—menerus da-
: lam pembahasan Rantap—rantap MER dalam Sidang BP. maupun SU-MPR
serta dalam forum pembahasan paket hma RUU bzdang politik di DPR tahun
--1984-1985. -

Perlunya penegasan persamaan fungs: hak dan kewa31ban ketiga kekuatan
sosial pohtik d!perguangkan PDI oleh karena masalahnya akan berkaltan se«
cara langsung dengan posisi dan peranan PDI daiam percaturan politik nasm-
nal. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai hal ini, maka PDI
akan dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan dua kekuatan so-
s:al pohtik iamnya, tanpa ada pembedaan besar atau kecilnya kuantitas ke-
kuatan—kekuatan sosial politik tersebut. Di samping itu, kehadiran PDI dalam
percaturau polmk nasxonai seharusnya tldak dapat diabaikan.. Dengan dem1~
kian tidaklah akan ada alasan bagi pihak mana pun untuk mengurangi peran
PDI dalam percaturan politik nasional tersebut yang memang sudah seharus—
nya dimainkan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik seperti PDI, dan juga
PPP, maupun Golkar.

Adanya penegasan mengenai persamaan fungsi, hak dan kewajiban bagi
ketiga kekuatan sosial politik itu kiranya merupakan jaminan utama bagi ke-
berlangsungan eksistensi PD! di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi, me-
nerima ‘hak, dan melaksanakan kewajiban yang sama seperti kekuatan-ke-
kuatan sosial politik yang lain, maka gagasan, pemikiran dan aspirasi politik
yang disampaikan PDI harus menjadi pertimbangan bagi kekuatan-kekuatan
sosial.politik lainnya termasuk bagi rezim. Secara demikian, salah satu tujuan
PDI dalam menjalankan fungsi politiknya akan tercapai, yakni mempenga-
ruhi jalannya roda kehidupan politik nasional melalui gagasan, pemikiran
dan aspirasinya tersebut.

Materi tentang pembakuan pengertian sistem Demokrasi Pancasila berhu-
bungan erat dengan perjuangan PDI untuk melebarkan sayapnya di dalam
percaturan politik nasional pula. Pembakuan pengertian ini penting karena
dengan demikian akan diperoleh suatu pengeriian yvang sama bagi siapa saja
mengenai sistern Demokrasi Pancasila tersebut.
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i Sistem Demokras: Panuasﬂa itu, menuarut PDI berintikan pada asas: keke—
luargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, keselarasan, keserasian, keseim-
bangan ‘dankeadilan. Dengan ‘pengeriian ‘yang berintikan pada asas: ~dsas
tersebut; maka dalam sistem Demokrasi Pancasila tidak dikenal atay dualan-
kan' prmSlp mayomas-mmontas Flubungan yang seharusnya dijalin di antara
komponen-kompornén yang menopang sistern Demokrasi Pancasila (antara
lam kekuatan-kekuatan sosial politik) adalah hubungan saling menguntung-
}can -saling ‘melengkapi di’antara satu dengan lainnya. Dengan kata® 1ain,
keh:dupan ‘politik {pemermtahan) sudah’ selayaknya dilaksanakan atas dasar
prmsm-prmsm ‘tersebut.” Hal ini ‘berarti secara konstitusional, PDI dapat
berperan secara larigsung, baik di lembaga~lembaga legislatif, eksekutif mau-
‘pun yudikatif,

Bagi hal-hal yang langsung menyangkui kepentingan partai politik, agar
konsepsmya dapat diterima, PDI tampaknya menggunakan cara-cara me-
nyatu ciengan PPP. Sementara itu, terhadap hal-hal yang bersifat jangka pan-
3ang, PDI menggunakan taktik menyatu dengan kekuatan poimk yang kuat

Perjuangan PDI dalam usaha membakukan pengeman sistem Demokram
Pancasﬂa pada dasarnya bertumpu pada tujuan utama untuk membuka pe-
luang agar ia dapat terlibat/dilibatkan dalam semua sektor kehidupan po]mk
bangsa, meskipun sebagal kekuatan sosial politik, ia merupakan pihak" yang
paling kecil. Dengan cara demikian, ’warna’’ PDI j Jjuga diharapkan akan tam—
pak dalam dinamika kehidupan politik nasional Indonesia.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI PDi

Urazamuralan di muka tentu menimbulkan pertanyaan: sejauh mana: per-
juangan-PDI itu memberikan hasil-hasil tertentu. Jawaban atas pertanyaan
tersebut dapatlah diutarakan hal-hal berikut: Pertama, terlepas dari soal apa-
kah keputusan Pemerintah untuk melaksanakan Proyek Nasional Agraria
(Prona) berupa kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akte pemilikan
tanah bagi warga masyarakat yang dimulai tahun 1984 yang lalu merupakan
realisasi usul PDI atau bukan, yang jelas PDI pernah mengusulkan agar masa-
lah pertanahan ditangani secara lebih baik. :

Kedua, terlepas apakah langkah pemerintah untuk mengadakan penataan-
penataan di bidang industri, perikanan mauptn perpajakan melalui peng-
aturan dalam ‘undang-undang yang kemudian ternyata juga telah memper-
oleh persetujuan dari DPR beberapa waktu yang lalu itu merupakan realisasi
usul-usul PDI ataukah pemerintah memang telah memiliki rencana sendiri,
yang pasti adalah bahwa berbagai undang- undang tersebut telah diputuskan
bersama.
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Ke'i‘ég'a : i:{_bician;g soszal budaya khnsusnya pend:dikan PDI antara Iam?ﬁ '
mengusuikan ‘agar.semua anak-usia ‘sekolah chberikan kesempatan vang:ises:
1uas 1uasnya nnfuk memperoleh pendxdxkan Dengan tanpa berpretensi: bahwa'
ustiliitu semata-mata. hanya datanig dari PDI; vang jelas: pada tanggai 2 Mer--:
1984 Presnien Soeharto mencanangkan Wajlb belajar: bagi anak-anak: -usia’ se-

: kolah (7 -12 1 hun) Bahkan hal itu kemudian ditopang dengan gerakan orangz
' tua asuh ; 'agi anak- na}c usia sekoiah yang kurang mampu 5, 3

: 'ne:nenntah untuk melaksanakan reorgamsasx ABRI dan meiakukan penc e
matan serta efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk keperluan
pertahanan dan keamanan adalah berkat usulan PDI semata-mata, yang jelas
pemermtah memang mengambll langkah Iangkah efisiensi. dan:penghematan:
di bidang pertahanan dan kemnanan yang dxmu}az sejak tahun }983 yang. lalu

Keizma dlhhat ari’ asgek peraturan—peraturan perundangan yang mey
nyangkut kepentingan politik orgamsass-orgamsas: politik, per}uangan PDI di
Eembaga—iembaga permusyawaratan/ perwakxlan rakyat tampaknya membawa"
hasil-hasil’ pula Berbagal usulan PDI tampak diakomodasi oleh pemermtah‘ _

maupun fraks; fraksx lam Hal it antara iam dapat chhhat dalam T abel 1 dan'
y. - §

PROSPEK PDI

Berpangkal tolak dari telaah di depan, dapatlah kemudian dibuat pérki-
raan mengenai kehidupan PDI di masa mendatang. Berkenaan dengan itu
kiranya akan dipengaruhi oleh dua faktor: eksternal dan internal. Dilihat dari
faktor eksternal, kehidupan PDI di masa mendatang tampak mempunyai
prospek. Hal ini karena peraturan-peraturan perundangan yang mengatur ma-
salah hak dan kewajiban keluatan-kekuatan sosial politik seperti Undang-Un-
dang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Un-
dang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Go-
Iongan Karya memberikan jaminan yang cukup. Bahkan ditegaskan dalam
peraturan perundangan bahwa ketiga kekuatan sostal politik mempunyai ke-
dudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama, Ada pula jaminan bahwa ka-
laupun sesuatu kekuatan sosial politik tidak mendapatkan jumlah dukungan
yang cukup untuk mendapatkan seorang wakil di lembaga perwakilan rakyat,
kepadanva tetap diberikan wakil sebanyak lima kursi di MPR,

Sementara itu, dilinat dari aspek sistem politik yang diterapkan di Indone-
sia {(DNemalract PanracilaY vame landacan 11tmmeamun odolob omenoendt ool -
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luargaan dan kegotongroyongan, tidak mengenal kemutiakan golongan, baik
kemutiakan karena kekuatan fisik, kemutlakan karena kekuatan ekonomi, ke:
mutlakan karena besarnya jumlah suara, . PDI akan mempunyai masa depan:
vang baik. Apalagi bila dikaitkan dengan penegasan Menteri Dalam Negeri
Soepardjo Rustam bahwa **Pemerintah tidak akan lebih menvederhanakan
lagi struktur politik yang tumbuh sampai saat ini dengan memperkecil lagi’
jumlah organisasi politik. Sebaliknya juga tidak ada niat untuk membuka pe-
luang bagi kembalinya suasana lama yang bersifat amat majemuk dan terko-
tak-kotak dalam infrastruktur multi partai dan dengan suasana multi 1deo-
logi. 1238 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal Justru'
1eb1h mendukung makm tumbuhnya dan berkembangnya EDI di masa menda—_
;ang

Hambatan tampaknya justru lebih banyak berasal dari kondisi mternal
PDI ‘sendiri. Hal itu tampak jelas dalam sosok terjadinya konflik terus-
menerus semerijak kelahirannya sampai dengan Kongres ketiga di bulan April
1986 yang lalu. Bahkan Kongres ketiga itupun tidak mampu memilih dan
menyusun sendiri DPP-nya. Setelah berakhirnya Kongres Ketiga, persoalan
mendesak yang tampaknya dihadapi PDI agar dapat tambuh makin dewasa
dan memngkat peran serta posisinya dalam percaturan politik nasional adalah
bagaimanakah dapat mengakhiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan
internal tersebut. Bagaimanakah pula PDI dapat memanfaatkan kondisi
eksternal yang lebih mendukung itu secara kreasif, dinamis, imaginatif dan
konstruktif. Apabila hal ini semua dapat dilakukan yang disertai pula dengan
usaha pembangunan kembali citra dan identitasnya secara’jelas, kiranya PDI
akan makin tumbuh dan berkembang secara lebik "memper’’ dalam perca-
turan politik nasional.

3TPenegasan Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan,

3 ihat wawancara Suara Karya dengan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam daiam
i Earus W Oylefetae {008




